BUPAT] BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB
TAHUN ANGOARAN 2023

MOR 3 TAHUN 2022 TENTANG

UPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A

BUPATI BUNGO,

bahwa unhik melaksanakan kefentuan
Undang-Undang Nomor
Deerah, sshagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomer 8
Perubahan Kedua atas Undang-U
tentang Pemerintahan Dacrah dan
Pemerintah MNemor 12 Tahun 2
Daerah, Gubernur wajib

Menimbang : &

e

Belanja Daesah (perubahan A
Rakyat Daersh (DFRD) untu

. behwa penyempurnann schagaimana
dilakukan agar Peraturan Daersh tentan
Tehun Anggaran 2023 tidak bertentangan
umum dan pereturan perun

huraf a dan huruf b,
tentang Perubahsn Anggaran Pendapatan
Kabupaten Bungn Tehun Anggeran 2023,

Undang-Undang Nomor
Daerah Otonom Eabupat
aumatera Tengah (Lembaran Negara
1956 Mamor 25), scbagaimana
Undang Nomor 7 Tahun

Il Sarolangun Bangko
Jabung (Lembaran Negara Republik
Nomer 50, Tambahan Lemberan Negara
Nomar 2755);

Mengingat : 1.
en dalam Lingkun

Undang-Undang Nomer 23

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Momor 5587) scbagaimana te

dengan Undang-Undang Nomor

tentang Pemerintaban Dacrah
Tahun 2015 Nomor 58,
Renuhlils Indoneria Nomar 58795

93 Tahun 2014 tentang
beberapa  kali,

adang Momorf

Pagal 180 ayat (B) Peraturan
019 tentang Pengelolaan

Atas Undang-Undang Nomar 23

dalam Pasal 314 ayat (6

Pemerintahan
terakhir

gajuken Rancangan

Anggaran Pendapatan dan
PBD| kepada Dewan Perwakilan
k memperoleh persefujuan bersams,

g perubahan APB
dengan kepentingan

dang-undangan yang lebih tinggl;

_ bahwa berdasarkan perfimbangan sehapaimeana dimalesad dalam
taplan Peraturan Daerah

dan Belamjn Daerah

12 Tshun 1956 tenteng Pembentulkan

gan Daerah Propinst

Republik Indonesia Tahun
telah dinbah dengan Undang-
1965 tentang Pembentukan Dasrah
dan Daerah Tingkat 1| Tanjung
Indonesis Tahun 1965

Republik Indonesia

Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Republik Indonesia

lah diubsh beberapa kali teralkhir
9 Tahun 2015 tentang

Tahun 2014

Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara
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a2
Tahun IOILT  tentong ”llhunmn

S0 Undang-Undang Nomor |
Keuangan antarn Pemerintnh Pusat dan Pemerintnhan Deverah
(Lembarnn Negnm Kepulilile Indonesin Talwin 2022 Nomoe A}

7 Berlnlog Mya

4. Peraturan Pemerntah Nomor 31 Tahun 1950 tentan
Undang-Undang Nomaor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 Berits
Negarm Republik Indonesin Tahun 1950 Namor SH);

5. Peraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepaln Daernh dan Wakil Kepala Daerah
[Lembaran Negara Republik Indenealn Tahun 2000 Nemaor 210
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomar 4028); '

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keunngan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomar
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momar
5340;
Peraturan Pemecrintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partal Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tshun 2018
tentang Perubahan Kedur atas Peraturan Pemerintah Nemor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Palitik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nemor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelen Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indenesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041};

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taehun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 6322);
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
= Ef: “E.t::ll:mai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
omor 52 Tahun 2012 tentang

i Dalam Negeri N :
13. Peraturan Menteri Bl Pamsriutah Damiah (Benfh

Pedomsn Pengelolaan Investasi
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

" A
— Bl e
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14, Peraturan Menteri Dalarn Negerl Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompalean  Kemampuan  Keuangan  Dacrah  sertn
Pelnksanaan dan Pertanggungawaban Dana Operasional (Berita
Negarn Republik Indeneain Tahun 2017 Nemor 1067];

18, Peraturan Menteri Dalom N-:En-r] MNamor 36 Takhun 2018 ‘h‘:ﬂl’an

Tatn Cnara Penghilungan, Pengnnggaran D?Jnm Anggaran
dann  Tertib  Administrasi

Pendapatan dan DBelanjn Daerah,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Perlangmungiawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Falitik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menterl Dalam Neger
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertangsungjawaban Penggunean Bantuan Keuangan Partaj
Politik  [Berita H:EEu:a F[tpubﬁk Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 21. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Angparan
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dasrah,
Eancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daersh, Dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran FPendapatan Dan Belanja Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431},

17. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

18, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 271
Tahun 2023 tentang rincian Alokssi Insentif Fiskal Kinerja
Tahun Berjalan untuk kelompok Kategeri Kinerja Dalam Ranglka
Pengendalian Inflasi daerah Pada Tabun Anpggaran 2023 Periode
Pertama Menurut Provinsi/EKabupaten {Kota;

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bungo [Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2019 Nomor 12):

20. Peraturan Dacrah Nomor 11 Tehun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun
2021-2026 [Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021
Nomor 11};

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2022 Nomor 3);
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2d, Peraturan Daerah Nomor 2 Tohun 2023 tenteng Pengelolsas

Keuangnn Dnerah [Lembaran Duerah Koabupaten Bungs Tahoun
2023 Nomor 2);

43, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tenting Penambahan
Penyertaan  Modal Pemerintah  Daerah ke Dalam  Moda
Perusahaan Umum Daemah  Alr Minum  Pancuran  Telago
Kabupaten Bunge [Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2023 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2023

Pazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah sdalah KEabupaten Bungo.

2. Pemermtah Daecrah adalah Bupati dan Peranghat Dacrah sebagal unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah menurut asas
otonomi dan fugas pembantuan dengan prinsip clonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Daesar Negara Republik Indonesia Tahun

14945
4, Bupati adalah Bupati Bungo.
Dﬂi'r:n Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnva disebut DFRD adalah
Dewan Perwakilan Ralgyat Dasrah Kabupaten Bungo. : _
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

dan pengawasan keuangan daerah. ; "y
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalsh rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan

dengan Undang-Undang, ‘ -
8, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang

dibahas dan disctujui bersama oleh Bupati dan DFRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

lﬁ. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. _
I1.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daersh yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

177 Ralarmis
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ad
12. Belunjn Doernh adalah kKewajiban F'nmrr‘l!llllh Daerah yang diakui srhagai
pengurang nital kekaynan beralh dalnm pe rinde tnhun anggaran berkennan.
13, Pembiaysan Daerah adalah semun penerimann yang periu dibayar kemball
dan/atou  pengelunran yang akan dfterima  kemball, baik pads tshun
pahun ANEEATER beriloulnys,

anggaran yang berkennan maupun pude tnhun
{4, Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaien Bunge yang dibentuk

oleh DPRD dengan persetujuan beranma Bupatl,
| 5. Peraturan Bupatl adalah Peraluran Fupatl Bungo yang dibuat sleh Bupati
dalam rangka melaksanaknn Peraturan Daerah dan atau  peraiuran lainnya
yang lebih tinggi berdnanrkan peraturan perundang-undangan.

|6, Organisasi Perangkat Daerah yang selanjuinya disingkat OFD adalah
perangkat  daerah  pada Dacrah  seclaku  Pengguna

Pemerintah
AnggaranfPengguna Barang:

17. Fungsi adalah perwiujudan fugas kepemerintah
dilaksanakan dalam rangika mencapai tujuan pembangunan nasional.

18. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuai kebijakan bidang

apatan, belanja, dan pembiayaan gerta asumsi yang mendasarinys
untuk periode 1 (satu) tahun.

19, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat FPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Dacrah unbuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana ketja dan anggaran satuan kerja
perangkat daerah scbelum disepakati dengan Dewan Perwnkilan Raltyat
Daerah.

30. Praldraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan
menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

1. Penganggaran Terpadu (unified budgeting] adalah penyusunan rencana
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis
belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada
prinsip pencapaian efiziensi alokasi dana.

22, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen peréncanaan dan

erisi rencana pendapatan, rencana belanja, program,
ah serta rencana pembiayaan

pengangEaran yang b
dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daer
tan dan Belanja Daerah.

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapa
23, Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu] atau lebih
Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintan Daerah untuk mencapal
sasaran dan tujuan pembangunarn Dacrah. .
i ' dilaksanakan oleh satu atau lebih

an di bidang tertentu yang

24, Kegiatan brogre .
Unit Kerja pada OPD sebagai bagian dar
lan tindakan pengerahan sumber

suatu program dan te
daya baik yang berupa
termasuk peralatan teknologi,

kesemmua jenis sumber daya tersebut sebagai mas
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
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Pasal 2
APBD Tahun Anggarun 2023 semula sebesar Rpl. 254 990.346.530,- bertambah
sebesar Rpd76.985.925.059,- sehingga menjadi Rpl.531.976.271 589, dengan

nncian sebagai berikut:
1, Pendapatan daerak

a. Semula Rpl.172.281,925.890,-

b. Bertambah Rp 167.439.312.660,-
¢. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rpl. 339.821.239.550.-

2, Belanja Dacrah
a. Semula Rpl.249.990.346.530,-
b. Bertambah Rp270.537.925.059.-
c. Jumiah belanja dacrah setelah perubahan Rpl.520.528.271.589 -

3. Pembiayvaan daerah

a. Penenmaan pembiayaan
1} Semula Rp 82.608.420.640,-
2) Bertambah Rpl09.546.611.300 -
3] Jumlah penerimaan pembiayaan

Rp192.155.032.030,-

b. Pengeluaran pembiayaan
1} Semula Rp 5.000.000.000.-
2) Bertambah Rp 6.448.000.000,-
3) Jumlah pengeluaran pembiayaan

Rpl1.448.000.000,-
c. Jumlah pembisyaan neto setelah perubahan Rp180.707.032.039,-
d. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rpo.-

setelah perubahan

setelah perubahan

Pasal 3
\nggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber
Iﬂ-n-:‘

. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp170.366.361.427,-

2) Bertambah Rp4.375.758.490,-
3) Jumlah pendapatan asli deerah setelah perubahan Rp174.742.119.917 .-

Pendapatan transfer
1) Semula Rp985.349.964.463,-

2) Bertambah Rp168.899.155.170,-
3] Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rpl.154.249.119.633,-

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp16.665.600.000,-

2) Berkurang (Rp5.835.600.000,-|

3) Jumlah lain-lain pendapatan dacrah yang sah setelah perubahan

Rp10.830.000.000,-.

Pasal 4
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari:
1. Pajak daerah
1) Semula Rp57.968.319.064 .-

2) Bertambah Rp0.00,-
3) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp57.968.319.064,-

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

. Rebribrusl doers
1] Sermula Kp @00, o, 524 -

2 Bertambal Rpo.0o,.
unl dhaerah setelnh perubahan M, 004 A6, 524 -

inﬂ Jdumlah retrib
¢. Haail pengelolann kekayaan decrah yang di plsahion
1] Semuln RpA, 774, 1 IA617,- e

_::'] Bertairibah H‘ﬁE?-‘l.E?.’LJHﬂ,n
d 1:“] ;ﬂ?llfﬂl‘::sl;;:!ufnnfjrnnrh]ﬂun kekayann daerah  astelah  perubahag
- Lain-lain pendopatan aall 4 h
1) Semula npaa-:r.s:-u?.;;:- s
32; jl:-rlnmhnh Rp1.401.345. 148,-
umiah lafn-lain i I
Rpﬂ#.s.ﬁa.dﬁﬂ.ﬂzﬁn apalan eall daerah yang sah setelah perubahan
(2] Pendapatan transfer sebagai i
ke v sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
a. Transfer pemerintah pusat
1] Semula RpB92.768.633.000,-
g}; f-_-;-:“aﬂ bah Rp158.049,155.170,-
u transfer pemerintah t
Rpl.050.817.788.170,- o
b. Transfer antar daerah
1) Semula Rp92.581.331.463,-
2) Bertambah Rpl10.850.000.000,.-
i 3) : E-.;:n;l:ﬁdtrm-m&r :nm:*h daerah setelah perubahan Rp103.431.331.463,-
Lain- apatan daerah v sah sebagaim dimaks
3 huruf ¢, bersumber dari: i o e o Pasa
a. Pendapatan hibah
1) Semula Rpl6.665.600.000,-
2 Eﬂ'}mrang (Rp3.835.600.000,-)
3) Jumlah hibah setelah perubahan Rp10.830,000.000,-.
b.Lein-lain pendapatan sesuai denpan ketentuan peraturan perundang-

undangan
1) Semula Rp0,-

2) Bertambah Rp 0,-
3) Jumlsh lain-lain pendapatan sesuai dengan ketenruan peraturan
perundang-undangan setelah perubahan Rp0,-

Pazal 5

setelah  perubahan

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdin atas:

8. Belanja operasi
1) Semula Rp950.001.421.352 -

2) Bertambah Rpl137.153.368.745,-
3] Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rpl.087.154.790.097 -

b. Belanja modal
1) Semula Rp77.824.148.883,-

2} Bertambah Rpl07.614.993.396,-
3] Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp185.439.142.270,-
=. Belanja tidak terduga
1) Semula Rpl4.075.963.693,-
2) Bertambah Rp12.528.430.018,-
3] Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp26.604.393.711,-

. Belanja transfer
1) Semula Rp208.088.812.602,-

2) Bertambah Rpl3.241.132.900,-
3 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp221.329.945.502,-
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0. Belanja pegnwaj
1] Semula Rp558 999 101
¢ : 886, -
2] Berkurang IEEMEEE.QDQ.%E:.F

3} Jumiah belanja
b. Belanja barang dnnqu&awu selelah perubahan Rp535.173.192.443

1} Semula Rp3s51.827 514
. . A4TE, -
g] Ecr!tambah Rpl26.901 54 BTE,-
3] Jumlah belanja barang dan  jasa sctelah
Rp478.729.061.156 - ; i
c. Belanja subsijdi
1) Semula Rp750.000,000,-
g; JBtrtambah Rp1.192.200.000,-
5 Eelanu‘;amuhh{hat_{:i&nja subsidi setelah perubahan Rpl.942,200.000,-
1) Sermula Rp39.194.799 0sg -
g; ﬁ:rtammlahbgh Rp30.606.225.510. -
u elanja hibah setelah perubahan
e. Belanja bantuan spaia| ! ]
1] Semula Rp
2) Bertambah Rp1.509.311.000,-
3) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp1.509.311.000,-

(2) Belanja modal sebagaimana di il
a. Belanja modal t:ﬁ?h dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1) Semula Rp0,00,-
2) Bertambah Rp1.300.000.000,-
3] Jumlah belanja medal tanah setelah perubahan Rp1.300.000.000,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin
1] Semula Rp19.396.419.061,-
2) Bertambah Rp48.718.600.904,-
3) Jumlah  belanja = modal  peralatan  setelah  perubahan
Rp68.115.019.9635,-
c. Belanja modal bangunan dan gedung
1) Semula Rpl18.978.518.771,-
2] Bertambah Rp8.128.068.642 -
3) Jumlah belanja medal bangunan dan gedung setelah perubahan
Rp27.106.587.413,-
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1) Semula Rp36.853.113.661,-
2) Bertambah Rp47.046.454.850,-
3) Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan
Rp83.899.568.511,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya
1) Semula Rp2,596.097.390,-
9] Bertambah Rp2.421.869.000,-
3) Jumlah belanja aset tetap lainnya
Rp5.017.966.390,- -
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, yaitu:
a. Semula Rp14.075.963.693,--

b. Bertambah Rp12.528.430.018,
¢. Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp26.604.393.711.-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- ja : 11 Barma Wl

setelah  perubahan

(]
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Il Sermiiln Rp & 2458 A, B0g,

2 Ill"ﬂﬂl‘l'lhnhﬂrldl_l']l], -

A Jumlal belanjs bagi hasil astelah perubalnn Kph. 240402500
b Belanja bantuan keusngan

I} Semula Rp20d.842 380,100,

) Bertambah Rp13.24 1,1 32.900,-

QU Jumlah  belanjn bantuan keusngan

RPp216.083,48.000,

neielnh perubnahan

Paanl 7

Anggaran pembinyann daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdir} atas

Penerimann pembinyaan
1) Semula Rp82.608,420.640,-
2) Bertambah Rpl109.546.611 a9 -
3) Jumlah penerimann pembiayaan setelah perubahan Rp 192.155.032.039,-
b. Pengeluaran pembiayman.
1} Semula Rp5.000.000.000,-

4} Bertambah Rp6.448.000.000,-
3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rpl1.448.000.000 -

n

Pasal §

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,

terdiri atas:
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp82.608.420.640,-
2] Bertambah Rp109.546.611,399 -
3)Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah
perubahan Rp192.155.032.039,-
(2) Pengeluaran pembiayaan sebageimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah
1} Semula Rp0,00,- bertambah Rp2.400.000.000 - pada PDAM Pancuran

Telago Muara Bungo;
2) Semula RpS5.000.000.000 Bertambah Rp9.048.000.000 - pada Bank Jambi

J)Jumiah  Penyertaan Modal Daerah sefelah perubahan sebesar
Rpl1.448.000.000

i1}

Pasal 9

[1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bunge Tahun
Anggaran 2023.

!) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

C. I{e;uh:i:kan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
pu

) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

8. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
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b. Belanjn daersh yung eraifut mengikai dan belanja yang beralfat wajib;

. P"'“E""h'“m“ dimerah yong bernda dl luar kendall Pemerintah Dacrah damn
tidak daput dipredikaikean sebelumnyn, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/ntau

e, FI-‘HEE_!uﬂ-l'ﬂ.n daerah lalnnyn yang spablln ditunda eakan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagl Pemerintah Dacrah don atau masyarakat,

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapalan dan Belanja Dacrah sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

I

=1

10.

1L

12

13

o

Lampiran |

Lampiran [J

Lampiran III
Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VI

Lampiran VIII

Lampiran X

Lampiran XI
Lampran XII

LampiranXIIl
LampiranXIV

Lampiran XV
LampiranXV]

Ringkasen Perubahan APBD vang diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Ringkasan Perubahan AFPBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintabkan Daerah dan Organisasi:

Kineian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegialan beserla Keluaran;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Eelkapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBED;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubghan RKPD dan Perubahan PPAS dengan
Rancangan Perubahan APBD;

Daftar Jumlah Pegawal Per Golongan Dan Per Jabatan
Tahun Anggaran 2023;

Daftar Piutang Dasrah Tahun Anggaran 2023;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya Tahun Anggaran 2023;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Penpurangan Aset
Lain-Lain Tahun Anggaran 2023

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam
Tahun Anggaran yang Direncanakan Tahun Anggaran

2023;
Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023;
Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggarab 2023

Pagal 11

jupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
fomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Angparan Pendapatan Dan Belanja
Jaerah Tahun Anggaran 2023, sebagai landasan operasional pelaksanaan

‘erubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

-
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Pasal 12
peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Dacrah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tangegal 5 Oktober 2023

AT1 BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEERETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

e —

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBEI
NOMOR [ 3 — 32 / 2023) TANGGAL 3 OKTOBER 2023
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